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RAPAT PEMBAHASAN PERALIHAN PERIJINAN WILAYAH KERJA MAHAKAM DARI TOTAL E&P INDONESIE (TEPI) KE PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM (PT. PHM)
13 s.d. 14 Oktober 2016
Crown Hotel Bandung




1. Gambaran Umum
a. Adanya Surat Menteri ESDM No. 2793/13/MEM.M/201,tanggal 14 April 2015, yang menyatakan:
1) Berakhirnya kontrak kerjasama wilayah kerja Mahakam pada tanggal 31 Desember 2017;dan
2) Alih kelola wilayah kerja Mahakam dari Total E&P Indonesie (TEPI) ke PT. Pertamina Hulu Mahakam(PHM) yang ditunjuk oleh PT Pertamina Persero;
3) Kerjasama antara PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan SKK Migas telah ditandatangani, tanggal 29 Desember 2015 dengan ketentuan efektifberoperasitanggal 1 Januari 2018.
4) Untuk mendukung kelancaran kegiatan operas imigas di wilayah Mahakam diperlukan kepastian peralihan perizinan dan sertifikat yang berkesinambungan yang terdiri dari 71 jenis perizinan dan sertifikat yang dikeluarkan oleh 13 kementerian dan lembaga pemerintahan terkait.

2. Dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait hal yang diminta dan Langkah Tindak Lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri, antara lain:
a. Menginventarisasi Perda/Perkada bermasalah
b. Mencabut Perda/Perkada sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No 582/476/Sj, tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi sebanyak 3143 Perda/Perkada yaitu 1.267 adalah Perda/Perkada provinsi, kabupaten atau kota yang dibatalkan gubernur. Lalu 1.765 perda/perkada provinsi, kabupaten atau kota yang dibatalkan mendagri, dan 111 Permendagri yang dicabut oleh mendagri. 

3. Rekomendasi :
a. Rekomendasi yang diminta utk Kemendagri :
1) Terhadap Izin pemakaian air bawah tanah sebagian Perda/Perkada sudah dicabut contoh di Kab Bantul Provinsi DI Yogyakarta
[image: ]
2) Terhadap Izin Mendirikan Bangunan selama tidak merubah denah / skema / gambar bangunantidak perlu dibuat izin baru ;
3) Terhadap Izin Gangguan / HO dinyatakan sudah dicabut.
4) Terhadap Izin Operasi Klinik
Perusahaan dapat mendirikan klinik kecil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik (“Permenkes No. 9 Tahun 2014”)

(2)  Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
(3)  Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

b. Perlu diperhatikan terhadap izin yang akan habis masa berlakunya diminta untuk dibuat izin baru

c. Meminta Kementerian/Lembaga segera melakukan penyesuaian dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan terkait perizinan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
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